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ABSTRAK 

 

Ayat Al-Qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini 

dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang.  Dalam 

sistem kewarisan Islam, anak laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan 

sebagai ahli waris. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Muslim 

membagi harta waris belum menggunakan ketentuan yang telah digariskan secara 

rinci dalam Al-Qur’an. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Muslim Desa 

Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tengara 

Timur. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Muslim Desa Siru, jika 

pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan maka yang mendapat harta 

waris adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan 

harta warisan dari orang tuanya.  Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang 

menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris jika bersama anak 

laki-laki dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris 

berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, 

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Tenggara Timur.  

Untuk mengetahui bagaimana praktik kewarisan yang terjadi di 

masyarakat Muslim Siru, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian 

lapangan dan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat, 

perangkat desa, tokoh agama, pewaris, ahli waris dan ditunjang dengan buku-buku 

yang membahas hal yang terkait dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah 

preskriptif-analitik, hasil penelitian dijelaskan dan dianalisis menggunakan 

pendekatan normatif dan teori ‘urf. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembagian warisan 

pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai 

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya menjadikan anak laki-laki 

sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisnya jika 

bersama anak laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, faktor  

membayar uang belis atau paca dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, kedua, 

adanya pandangan hidup ata one dan ata pe’ang (anak laki-laki dianggap orang 

dalam sedangkan anak perempuan dianggap orang luar), ketiga, masyarakat 

Muslim Siru belum memahami secara menyeluruh hukum waris Islam. Jika 

ditinjau dengan hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Maka dapat dikatakan praktik tersebut adalah adat yang tidak baik (‘urf fasid). 
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MOTTO 

 

 “Orang yang mengkaji ilmu faraid, dan sampai pada puncaknya maka akan 

tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadits, itu akan 

tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu 

fiqih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda 

maupun yang tua, karena fiqih merupakan dasar dari segala ilmu.” 

(Imam Syafi’i) 

 

“Akulah yang harus datang sebab ilmu itu didatangi, bukan 

mendatangi.” 

(Ibnu Abbas) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

LANGKAH DEMI LANGKAH YANG KULALUI DALAM PERJALANAN MENUNTUT 

ILMU, KU YAKIN DO’A ORANG TUA DAN KELUARGALAH YANG SELALU 

MENYERTAIKU. KU YAKIN ATAS DO’A MEREKALAH KINI PERJALANAN DI 

BANGKU KULIAH KU HARI INI MENCAPAI PUNCAK. ATAS ITU SEMUA KU 

HADIAHKAN KARYA SKRIPSI INI UNTUK KALIAN YANG MENYAYANGIKU. 

 

Untuk Ayahandaku (Muhammad Said), Ibundaku (Siti Neti), Kakekku 

(Ahmad Haba dan Muhammad Arhama), Nenekku (Siti Hawa dan Almh. 

Siti Imu), serta Adik-adikku (Endang Satri Putri dan Muhammad Rajik) 

 

Terima kasih kuucapkan kepada keluargaku semuanya atas segala jasa, 

pengorbanan, do’a, dukungan dan harapan serta kepercayaan yang tinggi 

kepada ananda selama ini. 

Tak lupa pula kata maaf kuucapakan atas segala kesalahan, kekhilafan, dan 

kekurangan dalam berbakti kepada orang tua dan semua keluarga. 

Untuk itu karya skripsi ini ku persembahkan untuk keluarga semuanya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 

 Alif ا
 

Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 

 ’<Ba ة
 

B Be 

 

 Ta>’ T Te ث

 

 Sa>’ S| es titik di atas ث

 

 Ji>m J Je ج

 

 Ha>’ h} ha titik di bawah ح

 

 Kha>’ Kh ka dan ha خ

 

 Da>d D De د

 

 Z|a>l Z | Zet titik di atas ذ

 

 Ra>’ R Er ر

 

 Zai Z Zet ز

 

 Si@n S Es ش

 

 Syi@n Sy es dan ye ش

 

 S{a>d S} es titik di bawah ص

 

 D}a>d D} De titik di bawah ض

 

 T{a>’ T} te titik di bawah ط
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B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’aqqidi@n يتعقديٍ

 Ditulis ‘iddah عدّة

C. Ta>’ marbut}ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h : 

  Ditulis Hibah هبت

  Ditulis Jizyah جسيت

 

 Z}a>’ z} zet titik di bawah ظ

 

 Ain … ‘ … Koma terbalik di atas‘ ع

 

 Gayn G Ge غ

 

 Fa>’ F Ef ف

 

 Qa>f Q Qi ق

 

 Ka>f K Ka ك

 

 La>m L El ل

 

 Mi@m M Em و

 

ٌ Nu>n N En 

 

 Waw  W  We و

 

ِ Ha>’ H  Ha 

 

 Hamzah  … ‘ … Apostrof ء

 

 Ya> Y  Ye ي



x 

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’<Ditulis Kara>mah al-auliya كرايت الاونيء

3. Bila ta>’ marbut}ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zaka>h al-fit}ri زكبة انفطر

D. Vokal Pendek 

---  َ --- Ditulis A 

---  َ --- Ditulis I 

---  َ --- Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

1. 
Fath}ah+alif 

 جبههيت

Ditulis 

Ditulis 

a> 

ja>hiliyyah 

2. 

Fath}ah +ya’mati  

 تُص

Ditulis 

Ditulis 

a> 

tansa> 

3. 

Kasrah +yā’ mati 

 كريى

Ditulis 

Ditulis 

i@ 

kari@m 
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4. 

D}ammah +wāwu mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

u> 

furu>d} 

F. Vokal rangkap 

1. 
Fath}ah + ya>’ mati 

 بيُكى

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. 

Fath}ah + wa>w mati  

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأَتى

 Ditulis U’iddat أعد ث

 Ditulis La’in syakartum نئٍ شكرتى

H. Kata sandang alif+lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan huruf al- 

 Ditulis Al-Qur’an انقر أٌ

 Ditulis Al-qiya>s انقيبش

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 

 ’Ditulis As - Sama انسًبء

 Ditulis Asy – Syams انشًص

 



xii 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 {Ditulis Z|awi al-furu>d ذو انفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah اهم انسُت

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على 

 أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد
 

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan 

serta kesempatan sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat mengerjakan dan 

menyelasaikan tugas akhir perkuliahan tanpa adanya hambatan yang berarti. 

Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada utusan-Nya, 

pembawa cahaya kebenaran, penyempurna akhlak, manusia sempurna yakni Nabi 

Muhammad SAW. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

perkuliahan jenjang S1 Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta. Suatu kebahagiaan bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “POSISI PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA 

WARIS (PRAKTIK KEWARISAN ADAT  DI MASYARAKAT MUSLIM 

DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI 

BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)”. Penyusunan Skripsi ini 

tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, oleh 

karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam hukum Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat 

penting. Ayat Al-Qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. 

Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap 

orang. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila 

tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara 

ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul 

pertanyaan bagaimana harta waris harus diperlakukan dan kepada siapa saja 

harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam 

hukum waris.1 

Dalam sistem kewarisan Islam, kedudukan perempuan dengan laki-laki 

sama-sama sebagai ahli waris. Janda, anak perempuan, ibu atau saudara 

perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris. Perbedaaan terletak pada 

porsi atau besarnya bagian harta waris yang diterima. Anak perempuan 

mendapat separuh dari bagian anak laki-laki berdasarkan Al-Qur’an surat an-

Nisa ayat 11. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan demikian dalam pasal 

176. Pasal 182 KHI juga menentukan saudara perempuan mendapat separuh 

dari bagian saudara laki-laki. Porsi warisan janda dengan duda juga berbeda. 

Dalam kasus pewaris mempunyai anak, bagian janda adalah 1/8 
                                                            

1Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), 
hlm. 3. 

1 
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(seperdelapan) dari harta waris, sedang bagian duda adalah ¼ (seperempat). 

Dalam hal pewaris tidak mempunyai anak, janda mendapat ¼ (seperempat) 

sementara duda mendapat ½ (seperdua).
2
 

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Muslim  membagi harta 

waris belum menggunakan ketentuan yang telah digariskan secara rinci dalam 

Al-Qur’an. Praktik pembagian waris yang terjadi di masyarakat Muslim masih 

dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan adat istiadat para leluhur mereka.
3
 

Praktik pembagian waris dengan cara adat kebiasaan tersebut, salah 

satunya yang dilakukan masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, 

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam membagi 

harta waris masyarakat Muslim Desa Siru  tidak menggunakan ketentuan yang 

ada dalam Al-Qur’an, hadis, dan KHI, akan tetapi yang dijadikan rujukan 

dalam pembagian harta waris adalah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah 

berlaku dan berlangsung lama di masyarakat Siru. Padahal sejauh yang 

penulis ketahui hampir seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. 

Pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Siru adakalanya 

dilakukan pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, dalam hukum Islam 

disebut sebagai hibah. Adakalanya juga pembagian harta warisan dilakukan 

setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Pada saat orang tua masih hidup 

                                                             
2Mukhtar Zamzami, Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Cet. 

Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5 

3
Iftitah Umi Maslahah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten 

Gunung Kidul”, skripsi tidak diterbitkan,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 6. 
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yang membagi harta warisan adalah ayah. Adapun ketika orang tua telah 

meninggal yang berhak membagi harta warisan adalah anak laki-laki tertua.  

 Dalam pembagian harta waris masyarakat Muslim Desa Siru, jika 

pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan maka yang mendapat 

harta waris adalah anak keturunan laki-laki saja, sedangkan anak perempuan 

sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.
4
 Selain itu, 

masyarakat Muslim Siru membolehkan saling mewarisi antara Muslim dan 

non-Muslim. Hal ini berbeda dengan ketentuan pembagian waris yang ada 

dalam hukum Islam. Anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam 

sama-sama dipandang sebagai ahli waris dan perbedaan agama menjadi sebab 

terhalangnya untuk saling mewarisi. 

Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim Desa 

Siru di atas tentang posisi atau kedudukan perempuan dalam pembagian waris 

berbeda dengan ketentuan pembagian waris yang ada dalam teks Al-Qur’an 

dan hadis serta berbeda juga dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi 

Hukum Islam. 

Melihat realita praktik pembagian harta waris yang ada pada 

masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai 

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat hal unik yang sudah mendarah 

daging dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penulis. Mengapa anak keturunan 

perempuan tidak mendapat harta waris dari orang tuanya ketika anak 

                                                             
4Wawancara dengan H. Muhammad Sudin, Ketua MUI Kecamatan Lembor, pada tanggal 

04 Maret 2016.  
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perempuan bersama anak laki-laki. Karena itulah penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh sistem kewarisannya yang sama sekali berbeda dengan 

sistem kewarisan Islam. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan di atas maka 

yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapat 

harta waris dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan 

masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai 

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris 

berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan 

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan posisi perempuan dalam pembagian harta waris 

berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, 

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta 

waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, 
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Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menambah pengetahuan baik masyarakat umum maupun kalangan 

akademisi mengenai keanekaragaman praktik pembagian waris 

berdasarkan adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia. 

b. Sebagai sumbangan pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam 

bidang hukum kewarisan Islam. 

c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti di 

daerah yang lain. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun banyak menemukan kajian dan penelitian yang berkaitan 

dengan ilmu kewarisan, di antaranya : 

Karya dari Tajul Muttaqin yang berjudul “Status Kewarisan Anak 

Perempuan Bungsu Dalam Adat Kewarisan Di Kecamatan Darangdan 

Kabupaten Purwakarta”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep pembagian 

warisan yang berlaku di Kampung Sukamaju, yaitu: a) Bagian anak laki-laki 

dua kali lipat bagian anak perempuan, b) bagian antara anak laki-laki dan 

perempuan seimbang (sama), dan c) secara khusus rumah pusaka diberikan 

kepada anak bungsu baik laki-laki maupun perempuan. Apabila yang menjadi 

anak bungsu laki-laki maka rumah pusaka dibagi dua dengan anak perempuan 

yang mempunyai jarak kelahiran lebih dekat dengannya, sedangkan ketika 
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yang menjadi anak bungsu adalah perempuan maka rumah secara keseluruhan 

menjadi miliknya.
5
 Adapun skripsi penulis membahas tentang posisi 

perempuan dalam pembagian harta waris menurut adat kebiasaan masyarakat 

Muslim di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian dari Iftitah Umi Maslahah yang berjudul, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun 

Gedad, Desan Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”. 

Skripsi ini membahas tentang tata cara pembagian waris di Dusun Gedad 

berdasarkan konsep adat. Yang menjadi pokok masalah yang diteliti dalam 

skripsi saudari Iftitah adalah tanah gantungan yang tidak diberikan kepada ahli 

waris.
6
 Adapun skripsi penulis khusus membahas posisi perempuan dalam 

pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim 

Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

Tiorista dalam tesisnya yang berjudul, “Hak Mewaris Anak 

Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan-

Kabupaten Samosir)”. Karya ini membahas tiga pokok masalah, pertama; 

struktur kekerabatan masyarakat Batak Toba dalam kaitannya dengan 

kedudukan anak perempuan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. 

                                                             
5Tajul Muttaqin,  “Status Kewarisan Anak Perempuan Bungsu Dalam Adat Kewarisan Di 

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta : UIN Syarif 

Hidayatullah,  2011). 

6
Iftitah Umi Maslahah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten 

Gunung Kidul”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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Kedua; kedudukan anak perempuan dalam hukum waris pada masyarakat 

Batak Toba di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Ketiga; apakah 

ada pergeseran sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba 

di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
7
 Adapun penelitian penulis 

adalah tentang posisi anak perempuan dalam pembagian waris berdasarkan 

adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor 

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur di tinjau dari 

hukum Islam.  

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis selama ini, belum ada 

penelitian khusus atau buku-buku yang secara khusus menguraikan tentang 

pelaksanaan hukum kewarisan yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam 

pembagian harta waris di masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor 

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam 

pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada masing-

masing daerah pada dasarnya sah-sah saja selama tidak menimbulkan konflik 

di tengah-tengah masyarakat. Pembagian harta waris berdasarkan adat 

kebiasaan tersebut hendaknya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam 

atau ‘urf s}ah}ih} (adat yang baik serta dapat diterima oleh Islam).  

Dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan yang 

beraneka ragam tersebut, sangat mempengaruhi penyusun sehingga tertarik 

untuk mengetahui tata cara pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan 

                                                             
7
Tiorista, “Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di 

Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir)”, Tesis tidak diterbitkan, Medan: Universitas 

Sumatera Utara, 2008). 
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khususnya mengenai posisi perempuan yang berlaku di masyarakat Muslim, 

Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan akan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang 

berjudul, “Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik 

Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, 

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Syariat Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat 

teratur. Di dalamnya ditentukan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. 

Syariat Islam juga menetapkan pemindahan kepemilikan seseorang setelah 

meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya.
8
 

Secara bahasa al-irs\ adalah seseorang masih hidup setelah yang lain 

mati, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan 

oleh orang yang mati. Menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang 

mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli 

warisnya secara syar’i.
9 Dapat juga diartikan, waris\ adalah membagi-bagikan 

hak pemilikan atas harta pusaka kepada mereka yang berhak. Orang-orang 

yang berhak itu berasal dari keluarga dekat si mayit. Karena itu, pada 

                                                             
8Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris, alih bahasa oleh: A.M. Basalamah, (Jakarta: 

Gema Insani Pers, 1995), hlm. 32. 

9Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islaami wa Adillatuhu, Jilid 10, Cet. 1, alih bahasa oleh: 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 340. 
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hakikatnya membagi-bagikan harta pusaka berarti urusan intern dalam suatu 

keluarga. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat secara umum.
10

 

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan 

meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih 

hidup.
11

 Harta Warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli 

warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan 

harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si 

mayit atau dalam arti segala sesuatu yang ada pada seseorang saat 

kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang menurut 

hukum syara’ berhak diterima oleh ahli warisnya.
12

  

Adapun pengertian ahli waris ialah orang yang berhak atas harta 

warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yaitu orang yang 

mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan dengan pewaris 

yang meninggal.
13

 

Di bawah ini terdapat beberapa macam ketentuan pembagian harta 

warisan, di antaranya adalah : 

Ketentuan pembagian warisan dalam ajaran Islam diatur dalam firman 

Allah SWT berikut ini: 

                                                             
10Abu Yazid, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam 

Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 313. 

11Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), 

hlm. 204. 

12
 Ibid., hlm. 206. 

13 Ibid., hlm. 211. 
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ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدان  للرجال نصيب مما
14والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

 

 

Selain itu, kewarisan dalam Islam diatur juga dalam firman Allah 

berikut ini: 

 15يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

Selain dua ayat diatas kewarisan diatur dalam Al-Qur’an surat an-

Nisa>’ ayat 12 dan 176. Adapun dalam hadis adalah berikut ini : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلّم ألحقوا الفرائض بأهلها 

16 فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
 

 

Kompilasi Hukum Islam dalam hal pembagian harta waris diatur 

dalam Buku II Hukum Kewarisan. Adapun besarnya bagian yang diterima 

para ahli waris diatur dalam pasal 176 sampai pasal 182 Kompilasi Hukum 

Islam. Selain itu, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 

dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari 

bagiannya.
17

  

                                                             
14Q.S. An-Nisa>’ (4): 7 

15Q.S. An-Nisa>’ (4): 11 

16 Abi ‘Abdillah al-Bukhari, S{ah{i@h{ Abi ‘Abdillah al-Bukha>ri bi Syarh al-Kama>ni@, (t.tp: 

Da>r al-Fikr, t.t.), XII: 159, Hadis nomor 6331. 

17 Pasal 183 KHI. 
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Dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-

tengah umat membutuhkan jawaban yang logis dan syar’i. Masalahnya tidak 

semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik 

nash Al-Qur’an maupun hadis. Di saat yang sama, kejadian dan peristiwa 

terus bertambah seiring perjalanan waktu. Dorongan kuat untuk berijtihad dan 

beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari kedua sumber hukum 

Islam akhirnya mutlak diperlukan.
18

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah fiqh “ مةمحك   ةالعاد ” 

(adat itu bisa dijadikan patokan hukum)
19

 sebagai landasan teori dalam 

penelitian ini. 

Kaidah ‘adah ini, diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa 

semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini 

sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola 

hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah 

dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu 

amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah 

dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang 

dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. 

 Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai 

dan hasilnya.
20

 

                                                             
18Toha Andiko, Ilmu Qowa’idul Fiqhiyah: Panduan Praktis Dalam Merespon 

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 137. 

19Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah, Cet. Ke-1 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 203. 
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Adapun adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam menurut Sobhi 

Mahmassani, harus memenuhi beberapa syarat berikut: 

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh 

pendapat umum; 

2. Sudah berulangkali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat 

yang bersangkutan; 

3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan; 

4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak; 

5. Tidak bertentangan dengan nas (Al-Qur’an dan hadis) atau dengan kata 

lain tidak bertentangan dengan syariat Islam.
21

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research),
22

 yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau 

lokasi penelitian yaitu pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan 

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
20Sidi Ghazalba, Sistematika Filsafat, Vol: V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 59, 

dikutip dari Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, hlm. 203-204. 

21Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di 

Indonesia, Ed. 6, Cet. Ke-19, (Depok: Rajawali Press, 2013), hlm. 230. 

22Syaiful Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.  
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif analitik,
23

 yaitu menyajikan hasil 

penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari 

masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai 

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian data yang diperoleh 

dianalisa menurut hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua 

jenis data yaitu : 

a. Data Primer yaitu data utama yang bersumber dari orang yang 

diwawancara. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui rekaman.
24

 Data ini diperoleh langsung dari pemaparan tokoh 

adat, tokoh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Desa Siru, 

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari semua informasi yang 

berkaitan dengan obyek penelitian dalam berbagai bentuk, baik berupa 

buku-buku, jurnal, dokumentasi hasil penelitian dan sebagainya.
25

 

 

                                                             
23Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Ed.1, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 885. 

 
24

Hendro Darmawan, dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan 

Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), 

hlm. 644. 

 
25 Ibid., hlm. 13. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan 

normatif.  yaitu pendekatan  dengan menggunakan hukum Islam sebagai 

norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas maupun yang sudah 

menjadi prodak pikiran manusia.
26

 Selain itu, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teori ‘urf dalam melihat praktik kewarisan yang terjadi di 

masyarakat Muslim Siru. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah 

untuk meninjau praktik pembagian harta waris di masyarakat Muslim 

Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu 

boleh atau tidaknya harus sesuai dengan ketentuan syari’at. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, agar tercapai data yang akurat dan 

tepat penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pembagian harta waris 

yang berlaku pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, 

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

                                                             

26Suratman & Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Afabeta, 2014), hlm. 

51. 
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b. Wawancara mendalam (in-dept interview),
27

 yaitu bertatap dan 

berbincang langsung dengan responden penelitian, yang 

memungkinkan bagi responden untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan pokok secara terinci, sedangkan peneliti menanyakan lebih 

terinci lagi terhadap setiap jawaban atau pertanyaan responden. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada perangkat desa 

sejumlah satu orang, tokoh adat sejumlah empat orang, tokoh agama 

sejumlah dua orang, para pewaris (orang tua) sejumlah satu orang,
28

 

juga anak perempuan (anak-anak pewaris) sejumlah dua orang.
29

 

Adapun jumlah yang diwawancarai adalah sejumlah sepuluh orang. 

c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka 

Studi dokumen yaitu jika data yang diperlukan untuk menjawab  

masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.
30

 Dalam 

hal ini penulis melakukan penelusuran di perpustakaan berupa buku-

buku, karya ilmiah, serta tulisan yang terkait dengan penelitian penulis. 

 

 

 

                                                             
27Nawawi Ismail, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis Dan 

Diskusi Isu, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm. 93. 

28Pewaris disini adalah orang yang mempunyai harta dan sudah membagikan harta 

tersebut kepada anak-anaknya (ahli waris) ketika dia masih hidup. 

29Ahli waris dalam pemahaman masyarakat Muslim Desa Siru adalah anak laki-laki 

pewaris. Mereka adalah anak-anak pewaris yang sudah mengalami langsung pembagian harta 
waris secara adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. 

30Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi ke-1, (Jakarta: Granit, 

2004), hlm. 61. 
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6. Metode Analisis Data 

Dalam penyusunan data, penulis memilih untuk menggunakan 

metode kualitatif dalam menganalisis data dari berbagai sumber. Setelah 

data dianalisis guna mengambil kesimpulan, maka penyusun 

menggunakan metode berfikir induktif
31

 yang dilakukan untuk melihat 

data lapangan yang bersifat khusus kemudian menyimpulkannya pada 

pengetahuan yang bersifat umum.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami maka penulis menyusunnya 

dengan sistematis. Yaitu menyajikan dengan sistematika pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pendahuluan, isi 

dan penutup.
32

 

Bab pertama berupa pendahuluan, yang memuat latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi ini. 

Bab ini menjadi langkah awal penelitian dan pengantar dari pembahasan-

pembahasan yang disampaikan pada bab berikutnya. 

Bab kedua berisi gambaran umum hukum kewarisan Islam. Bab ini 

menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan 

                                                             
31 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

Cet, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 19. 

 
32Mengacu pada Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  



17 

 

syarat-syarat kewarisan Islam, prinsip-prinsip kewarisan Islam, sebab-sebab 

terjadinya kewarisan dalam Islam, hal-hal yang menjadi penghalang dalam 

kewarisan Islam, macam-macam ahli waris dan bagian-bagian ahli waris dan 

teori ‘urf. Dari pembahasan ini nanti dapat dijadikan patokan dasar dari 

perspektif hukum Islam yang menjadi tolak ukur dalam mencerna dan 

memahami hukum waris adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim 

Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa 

Tengara Timur. 

Bab ketiga berisi tentang pembagian waris pada masyarakat Muslim 

Desa Siru. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Desa Siru 

yang meliputi kondisi geografis dan demogratif, sistem kepemimpinan, sistem 

kekerabatan, kondisi keagamaan, ekonomi, budaya, sistem kewarisan yang 

berlaku, dan praktik pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat 

Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Pembahasan ini sangatlah penting, agar dapat difahami 

lebih jelas bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam sistem kewarisan 

berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Muslim Desa Siru. 

Bab keempat berupa analisis. Bab ini berisi tentang bagaimana 

menurut hukum Islam terhadap posisi perempuan dalam pembagian harta 

waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, yaitu 

analisis dari sisi fara>’id dan analisis dari sisi ‘urf.  



18 

 

Bab kelima berupa penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan dan saran yang menjadi jawaban dari permasalahan yang 

diangkat di skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat dismpulkan sebagai berikut: 

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak 

memperoleh harta waris jika bersama dengan anak laki-laki adalah sebagai 

berikut : 

a. Faktor pertama, di Desa Siru sendiri, pada saat anak laki-laki hendak 

menikah, dia bersama keluarganya  harus membayar uang ‘belis’ atau 

‘paca’ kepada pihak keluarga gadis yang akan dinikahinya. Jumlah 

uang yang diberikan oleh pihak laki-laki sesuai dengan permintaan 

keluarga perempuan.  Karena setelah anak perempuan menikah, maka 

sudah selesailah urusannya dengan orang tua dan kerabatnya. Mulai 

saat itu dia akan bergabung dan menjadi bagian dari kerabat suaminya. 

Sehingga ini juga peneliti katakan sebagai faktor mengapa anak laki-

laki diutamakan dalam pembagian harta warisan. 

b. Faktor berikutnya adalah latar belakang sejarah, di mana di Siru 

terdapat istilah ‘ata one ‘ dan ‘ata pe’ang’. Pandangan hidup semacam 

ini masih dilestarikan oleh masyarakat baik dalam pikiran maupun 

dalam praktiknya. Di mana anak laki-laki sejak kelahirannya sudah 

ditetapkan akan menjadi ahli waris bagi orang tuanya kelak, sementara 
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anak perempuan sudah ditetapkan untuk menjadi ‘ata pe’ang’ (orang 

luar) yang artinya anak perempuan kelak setelah menikah akan 

menjadi bagian dari keluarga suaminya. Mulai saat itulah anak 

perempuan secara kekerabatan sudah berpindah mengikuti kerabat 

suaminya. Kemudian suami dari anak perempuan tersebut merupakan 

ahli waris dalam keluarganya. Sehingga, meskipun anak perempuan 

tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya, setelah menikah dia 

bersama suaminya kelak akan mendapatkan harta warisan dari orang 

tua suaminya. Karena saudara perempuan dari suami tidak 

mendapatkan pemberian warisan dari orang tuanya. Begitu seterusnya, 

menurut mereka pembagian semacam ini adalah suatu keadilan 

tersendiri. 

c. Faktor terakhir adalah masyarakat Muslim Siru belum memahami  

hukum waris Islam. Meskipun di Siru sudah banyak yang belajar 

agama, tetapi dalam kajian atau dalam ceramah-ceramah agama, 

khutbah jum’at, hukum waris Islam ini jarang sekali disampaikan di 

tengah-tengah umat Islam Desa Siru. 

2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembagian harta warisan pada 

masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai 

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang dibagikan pada saat orang 

tua masih hidup dan pada saat orang tua telah meninggal dunia. 

Pembagian harta pada saat orang tua masih hidup disebut sebagai hibah, 

adapun pembagian harta peninggalan ketika orang tua telah meninggal 
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dunia disebut warisan. Kedua macam pembagian ini sudah sesuai dengan 

hukum Islam.  

Akan tetapi berkaitan dengan ahli waris, yang hanya menjadikan anak 

laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak 

warisnya serta dibolehkannya saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim 

merupakan praktik kewarisan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam 

hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadits, anak laki-laki 

dan perempuan berkedudukan sebagai ahli waris yang sah bagi kedua orang 

tuanya. Selain itu, saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim juga tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. 

 

B. Saran-saran  

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini maka peneliti 

memberikan saran-saran : 

1. Hendaknya hukum Islam dijadikan prioritas utama dalam pengamalan 

kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. 

2. Selain hukum Islam, ‘urf merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam 

Islam. Akan tetapi ‘urf yang dapat dilaksanakan adalah ‘urf yang saheh 

yang tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal, 

serta tidak membatalkan yang wajib. 

3. Mengingat hukum waris Islam adalah ketetapan yang sudah pasti dari 

Allah, maka kepada masyarakat Islam disarankan untuk dapat mempelajari 

sekaligus mengamalkannya sesuai dengan syari’at Islam. 
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4. Praktik pembagian harta sebelum orang tua meninggal yang berlaku di 

masyarakat Muslim Siru hendaknya dilakukan dengan cara hibah. Karena 

secara hukum praktik ini dibenarkan.  

5. Praktik pembagian warisan antara Muslim dan non-Muslim sebaiknya 

dilakukan dengan cara hibah atau wasiat, karena secara hukum hal ini 

dibenarkan. 

6. Adapun berkaitan dengan hak waris anak perempuan, hendaknya 

masyarakat Muslim Siru harus mulai memperhatikan nasib anak 

perempuan. Artinya anak perempuan harus diberikan bagian warisnya 

meskipun tidak sebanyak yang didapatkan oleh anak laki-laki. Sebab 

perkembangan jaman menuntut hal ini untuk dilakukan. 

7. Untuk para peneliti selanjutnya perbanyaklah melakukan penelitian di Siru, 

sebab masih banyak sekali hal unik dan menarik yang dapat kita teliti dari 

kehidupan dan adat istiadat yang terdapat di Desa Siru, Kecamatan 

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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TERJEMAHAN 

No Hlm Fn Terjemahan 

BAB I 

1. 10 14 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan. 

2. 10 
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Allah mensyari’atkan bagianmu tentang (pembagian 

pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang 

anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak 

perempuan. 

3. 10 16 Berikanlah bagian-nagian yang ditentukanitu kepada 

yang berhakdan selebihnya berikanlah untuk anak laki-

laki untuk keturunan laki-laki yang terdekat.Allah 

mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 

ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

BAB II 

4. 21 7 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peningalan ibu-bapak dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan.  

5. 21 8 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; 
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dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 

ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

6. 22 9 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, 

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya . para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta 

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 

kamu kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 

(seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu 

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi 

maha penyantun. 

7. 22 10 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 
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tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 

perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya 

yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 

saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.. 

8. 22 11 Dari Ibnu Abbas radiallahunahu dari Rasulullah SAW 

bersabda: berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu 

kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk 

laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. 

9. 23 12 Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang 

kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak 

perempuannya. Lalu Ia berkata: Ya Rasul Allah, ini  dua 

orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara 

syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka 

mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak 

memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak 

dapat kawan tanpa harta. “Nabi berkata: “Allah akan 

menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun 

ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman 

dan berkata: Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak 

Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya 

ambil untukmu.” ”.   

10. 32 24 Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tiodak dapat bertindak 

terhadap sesuatupun seorang yang kami beri rezki yang 

baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki 

itu secara sembunyi  dan secara terang-terangan, adakah 

mereka itu sam?  Segala puji hanya bagi Allah, tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui. 

11. 40 34 “Dari Usamah ibnu Zaid, sesungguhnya Nabi SAW 

bersabda: orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan 

orang kafir pun tidak mewarisi orang Muslim.” 

(Muttafaqan’alaihi). 

BAB IV 

11. 102 3 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 
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(pula) dari harta peningalan ibu-bapak dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan. 

 

12. 103 4 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka 

ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

13. 103 5 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 

yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 

dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 



 
 

No Hlm Fn Terjemahan 

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)
[274]

. (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Penyantun. 

14. 103 6 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 

tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya 

yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 

saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu. 
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